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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan atas 

pengujian untuk melihat pengaruh struktur good corporate governance yang 

diukur dengan komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial 

terhadap tax avoidance. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. 

2. Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax 

avoidance. 

3. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax 

avoidance. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan struktur 

good corporate governance yang tinggi akan cenderung untuk tidak melakukan 

praktik tax avoidance. 

 

5.2. Keterbatasan 

 Penggunaan rasio GAAP ETR didalam penelitian ini memiliki keterbatasan 

karena asumsi bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki tarif pajak efektif 

yang rendah dianggap melakukan tax avoidance, tetapi peneliti tidak bisa 
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mengetahui secara persis apakah perusahaan tersebut melakukan penghindaran 

pajak dengan menggunakan cara yang legal atau dengan menggunakan cara yang 

ilegal. 

5.3. Saran 

 Saran bagi penelitian selanjutnya agar dapat mempertimbangkan untuk 

memakai ukuran-ukuran yang lainnya dalam tax avoidance seperti dengan 

melakukan survey. 
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